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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris Terhadap Notaris yang Tidak Memenuhi Ketentuan Mengenai Kewajiban Pembacaan Akta,

dengan permasalahan mengenai pelaksanaan pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai pembacaan akta, akibat jika akta Notaris tidak

dibacakan, serta sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf l dan

pasal 16 ayat (7) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk menjawab

permasalahan tersebut dilakukan penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif, kemudian dilakukan

pengolahan data secara kualitatif, serta pengambilan kesimpulan secara induktif. Pelaksanaan pembacaan

akta yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) UUJN bersifat kewajiban dengan

pengecualian, artinya Notaris wajib membacakan akta di hadapan Penghadap sebagaimana yang diatur

dalam pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN, kecuali jika Penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan

karena telah membaca sendiri, mengetahui, serta memahami isi akta, dengan ketentuan yang diatur dalam

pasal 16 ayat (7) UUJN, namun jika Penghadap tidak menghendaki agar akta tidak dibacakan maka Notaris

tetap berkewajiban untuk membacakan akta. Akta Notaris yang tidak dibacakan bukan hanya berakibat akta

tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tetapi juga menimbulkan

kerugian kepada pihak yang merasa dirugikan, dan merusak kepercayaan masyarakat kepada lembaga

Notaris, serta Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi. UUJN tidak mengatur secara tegas

mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta, selain

itu sanksi yang diatur dalam UUJN kurang sistematis, jadi sanksi terhadap Notaris yang melakukan

pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) UUJN diatur secara implisit dalam pasal

9 ayat (1) huruf d dan pasal 12 huruf d UUJN yang berturut-turut mengatur mengenai pemberhentian

sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat. UUJN harus mengatur secara tegas mengenai sanksi

yang dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta,

mengingat banyaknya akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak dibacakannya akta Notaris, selain itu

diharapkan agar ketentuan sanksi yang diatur dalam UUJN tersusun secara sistematis.

......This thesis discusses about the Sanctions that regulated in Act Number 30 of 2004 Concerning Notary to

the Notary Who Does Not Fulfill Obligations Regarding the reading of the Deed, with the subjects matter :

how is the implementation of article 16 paragraph (1) letter l and article 16 paragraph (7) Act Number 30 of

2004 concerning Notary on the reading of Notary deed , what is the effect if the Notary deed does not read,

and sanctions provided for in Law Number 30 Year 2004 concerning Notary to Notary who do not comply

with the reading of the deed. To answer the problem, we conducted normative research with type of
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evaluative research, and then conducted a qualitative data processing, as well as inductive inference making.

Implementation of the reading of the deed provided for in Article 16 paragraph (1) letter l and article 16

paragraph (7) Act Number 30 of 2004 concerning Notary are liabilities with the exception, which the

meaning Notary shall read out the deed in the presence of the party as provided in Article 16 paragraph (1)

letter l UUJN, except if person would that not be read because the deed had been read on their own, know

and understand the contents of the deed, with the provisions of Article 16, paragraph (7) UUJN, but if the

party does not want to read the deed, Notary is still obliged to read out the deed. The effect if the Notary

deed does not read not only will have the force of evidence as a deed under the hand, but also great harm to

those who feel aggrieved, and undermine public confidence in the institutions Notary, and Notary Public

who commits an offense can be punishable. Act Number 30 of 2004 concerning Notary does not expressly

set of sanctions against to the notary who violates the provisions of the reading of the deed, in addition to

sanctions provided for in Act Number 30 of 2004 concerning Notary less systematic, so sanctions against

the Notary who violates section 16 paragraph (1) letter l and article 16 paragraph (7) Act Number 30 of 2004

concerning Notary implicitly regulated in Article 9 paragraph (1) letter d and Article 12 letter d UUJN

successive set of suspension and dismissal with dishonor. Act Number 30 of 2004 concerning Notary must

be set firmly on the sanctions imposed against Notary who violates the provisions of the reading of the deed,

considering the number of consequences that can result from not recited Notary deed, but it is expected that

the penalty provisions set forth in Act Number 30 of 2004 concerning Notary arranged in a systematic.


